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PEMKO PEKANBARU RESMIKAN PETA RENCANA TATA RUANG 

MARPOYAN DAMAI    

 

 

Sumber gambar:  

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/17102024/98344-news-pemko-pekanbaru-resm.jpeg 

 

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution 

menandatanganani Lampiran Peta Rencana dan Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan 

Lahan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) untuk wilayah perencanaan Kecamatan Marpoyan Damai. Penandatanganan ini 

digelar di ruang rapat lantai 5, Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, 

Kamis (17/10/2024). Proses ini memakan waktu sekitar enam tahun, sejak 2018 hingga 

akhirnya rampung pada 2024. Hal ini disebabkan oleh berbagai perubahan aturan tata 

ruang. 

"Proses finalisasi ini terhambat oleh perubahan-perubahan aturan yang mengatur 

tata ruang. Sebelum mengikuti rapat lintas sektor dengan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang (ATR), yang akan dihadiri oleh Pj Wali Kota dan Forum Penata Ruang Kota, kami 

harus menyiapkan peta finalisasi peruntukan ruang di Kota Pekanbaru ini," jelas Indra 

Pomi. 

Dalam penandatanganan tersebut, terdapat tiga peta utama yang diresmikan, yaitu 

Peta Pola Ruang, Peta Struktur Ruang, dan Peta Pemanfaatan Ruang. Pada 24 Oktober 

nanti, pemko akan mengadakan rapat lintas sektor untuk persetujuan substansi terkait ATR. 

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/17102024/98344-news-pemko-pekanbaru-resm.jpeg


Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/YS                                                           2 

 
 

 

Indra Pomi menegaskan bahwa peta-peta ini sangat penting untuk pengaturan tata ruang 

yang lebih baik di Pekanbaru, khususnya di Marpoyan Damai. Dengan adanya peta ini, 

diharapkan pembangunan kota dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

Rapat lintas sektor mendatang diharapkan dapat memberikan persetujuan akhir. 

Rapat ini guna memastikan bahwa semua aspek tata ruang telah dipertimbangkan dengan 

matang. 

"Kami optimis dengan persiapan yang telah dilakukan. Rapat lintas sektor nanti 

akan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kota kita," ujar Indra 

Pomi. Dengan adanya peta rencana tata ruang yang telah disetujui, Pekanbaru siap 

melangkah menuju pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Peta rencana tata 

ruang ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-resmikan-peta-rencana-tata-

ruang-marpoyan-damai, “Pemko Pekanbaru Resmikan Peta Rencana Tata Ruang 

Marpoyan Damai”, 17 Oktober 2024; dan 

2. https://ruangriau.com/news/detail/4397/setelah-enam-tahun-pemko-pekanbaru-

resmikan-peta-rdtr-marpoyan-damai, “Setelah Enam Tahun, Pemko Pekanbaru 

Resmikan Peta RDTR Marpoyan Damai”, 18 Oktober 2024. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional, pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut 

RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Rencana 

tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang wilayah nasional bertujuan 

untuk mewujudkan:  

a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 

b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 

c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 

d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 

dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 

https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-resmikan-peta-rencana-tata-ruang-marpoyan-damai
https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-resmikan-peta-rencana-tata-ruang-marpoyan-damai
https://ruangriau.com/news/detail/4397/setelah-enam-tahun-pemko-pekanbaru-resmikan-peta-rdtr-marpoyan-damai
https://ruangriau.com/news/detail/4397/setelah-enam-tahun-pemko-pekanbaru-resmikan-peta-rdtr-marpoyan-damai
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f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat;  

g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; 

h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan 

i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 

wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan 

Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan 

dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap 

lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah 

administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan 

sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang 

berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. 

Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah 

nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 

Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan 

perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Penataan ruang berdasarkan nilai 

strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang 

kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: 

a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap 

bencana; 

b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi 

ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta 

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan 

c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. 

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan 

ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan 

ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional 

yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 

sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang 
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darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau 


